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BUPATI BARITO KUALA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI BARITO KUALA,

bahwa 'berdaSarkan ketentuan  Pasal 3 Peraturan
‘Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat
Daérah,‘ dan hasil pemetaan urusan Bidang Lingkungan
Hidup Pemerintah Kabupaten Baritq_lKuala Tahun 2020
memiliki_ skor sebesar 924 (sembilan ratus dua puluh
empat), méka perlu dilakukan perubahan tipe Dinas
Lingkungan Hidup daﬁ tipe B menjadi tipe A;

bahwa untuk mengoptimalkan fungsi penunjang
Penyelehggaraan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan
hidup Sehingga pérlu - meningkatkan tipe Dinas
Lingkungan Hidup menjadi tipe A sesuai dengan
perhitungan variabel umum dan teknis perangkat daerah

tersebut ;

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan
Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten
Barito Kuala, perlu melakukan perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;



Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah tentang Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Pératuran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lerh.baran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajémen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);



Menetapkan

9.

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan-
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 885);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Darah
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 34).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
Dan
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR
16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor

16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Nomor 34) diubah sebagai berukut :



1.

Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 14 diubah, angka 2, angka 6,
angka 8, angka 10 dan angka 15 dihapus, diantara angka 5 dan angka 6
disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a dan ditambahkan 1 (satu)
angka yakni angka 16, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Sa.

© ® N o

10.

Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.

Dihapus.

. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Kepala Dacrah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito
Kuala.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Barito Kuala yang berkedudukan sebagai unsur

penyelengara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam  penyelenggaraan  Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Dihapus
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
Dihapus

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Barito Kuala.

Dihapus



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.
Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala.
Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis
Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu.
Dihapus

Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit
pelaksana teknis Dinas/Badan daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada

umumnya.
Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 16 diubah sehingga berbunyi D

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan

susunan sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala merupakan Sekretariat

Daerah Tipe B;

b. Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala merupakan Sekretariat
DPRD Tipe B;

c. Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala merupakan Inspektorat
Tipe A;
d. Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang Kesehatan,

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang;



10.

11.

12.

13.

Dinas . Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B
menyalenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan

Rakyat, Kawasan Permukiman dan bidang pertanahan;

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat (Sub. Pol. PP) dan bidang Ketentraman
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub. Kebakaran);

Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang Sosial;

Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe
B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan

dan Olah Raga, bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindugan Anak;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan

dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe
B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi bidang

Perindustrian dan bidang Perdagangan;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang

Transmigrasi;



14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang

Statistik dan bidang Persandian;

15.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Perhubungan;

16.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;

17.Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A

- menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan

dan Hortikultura;

18.Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe B menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Perkebunan dan Peternakan;

19. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe B menyenggarakan

urusan pemerintahan bidang Pangan dan bidang Perikanan;

20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1

(satu) ayat yakni ayat (2a) dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3)

sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(2a)

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit
Pelaksana Teknis Daerah.

Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk untuk melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Selain Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang

pendidikan berupa satuan pendidikan formal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni
ayat (4) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8
(1) Dihapus.

(2) Selain Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang kesehatan
berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai
unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja

secara profesional.

(38) Rumah Sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bersifat otonom dalam penyelengaraan tata kelola rumah sakit dan
tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan

Layanan Umum Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Pelayanan Teknis
Daerah dibidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat
kesehatan masyarakat sebagimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

5. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA

sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA
PENDANAAN

6. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
10A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pendanaan Peraturan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini,
dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 14 dihapus.



Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Kuala. |

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 18 Oldeber 2022
,/ <A KAB;\

'NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (5-100/2022) |



